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Permohonan Uji Ketentuan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Diputus MK

Jakarta, 26 Oktober 2020 — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan
terhadap permohonan dengan nomor perkara 76/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara), Senin
(26/10) pukul 10.00 WIB. Permohonan diajukan oleh perseorangan WNI bernama Viktor Santoso
Tandiasa yang berprofesi advokat. Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

Pasal 23

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belaja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah.

Dalam permohonannya, Viktor menerangkan bahwa MK telah memutus perkara Nomor 80/PUU-
XVII/2019 tentang Pengujian Pasal 10 UU Kementerian Negara yang mengatur pengangkatan
Wakil Menteri pada Kementerian tertentu. Dalam putusan tersebut, Pemohon menyoroti
pertimbangan hukum MK yang menurutnya telah menegaskan larangan rangkap jabatan bagi
Wakil Menteri. Meskipun dalam putusan perkara tersebut, MK memutus dengan amar “tidak
diterima”, pertimbangan MK dinilai Pemohon sebagai Ratio Decidendi atau prinsip hukum atas
persoalan konstitusionalitas ketentuan norma pasal yang saat ini diujinya. Dengan merujuk
kepada praktik di lapangan dimana terdapat wakil menteri yang merangkap jabatan komisaris,
Pemohon menilai terdapat benturan tugas, fungsi, dan peran kepada menteri dan dan pejabat
lainnya di bawah menteri.

Kemudian, Pemohon juga menyebut dirinya influencer. Untuk itu, pada sidang Perbaikan
Permohonan yang digelar MK pada Senin (12/10) lalu, Kuasa Pemohon Yohanes Mahatma
Pambudianto memenuhi nasihat Panel Hakim untuk memperjelas kedudukan hukum Pemohon
tersebut. Yohanes menyampaikan, penting untuk memberikan kedudukan hukum bagi para
pemengaruh di (baca: mengenai) MK sehingga dapat berperan dalam menegakkan
konstitusionalisme di Indonesia melalui platform media sosial. (RA)
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